SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR :900/409 TAHUN 2026

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA TERHADAP PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-81 KEMERDEKAAN

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dilakukan
intensifikasi pemungutan Pajak daerah yang salah satunya
melalui kebijakan pemberian pengurangan pajak bumi

bangunan perdesaan dan perkotaan;

bahwa dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan
Republik Indonesia dan wuntuk mendorong optimalisasi
penerimaan pajak daerah, perlu memberikan pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun

2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menghapus sanksi
administratif berupa denda terhadap Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka
Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik
Indonesia Tahun 2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Bupati;



Mengingat

1.

Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang
No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sukoharjo Nomor 334);


http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14957
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2011 tentang
Standart Operating Procedur Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor
402);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penilaian dan Penghitungan Dasar Pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 54);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo

(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 16);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2024 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 42)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 42 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 34);
MEMUTUSKAN:

Menghapus sanksi administratif berupa denda terhadap Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka
Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik
Indonesia Tahun 2026.

Penghapusan sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU berlaku terhadap Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mulai Tahun 2012 sampai
dengan Tahun 2025.

Pemberian penghapusan sanksi administratif berupa denda
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada
Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada tanggal 17
Agustus 2026 sampai dengan tanggal 30 September 2026.



KEEMPAT :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;

3. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah  Kabupaten  Sukoharjo di
Sukoharjo;

6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Agustus 2026
Plt. BUPATI SUKOHARJO

ttd.
EKO SAPTO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010
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